LEMBARAN DALERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR

Wenimbang

LI [———
Wengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 11 TAHUN 1999
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR

bahwa untuk  mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Kampar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdayaguna,berhasil guna, serasiselaras, seimbang dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana
Tata Ruang Wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah dan masyarakat,, maka Rencana Tata
Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi Investasi
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan
atau Dunia Usaha;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47
tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Riau, Maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut
perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kampar ; :

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada hurup a
hurup b dan hurup ¢ , serta sebagai pelaksanaan Undang-
undang nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang, perlu
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi,
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) i

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3507);
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Uridang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839 );

Peraturan Permerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373),

Peraturan Pemarintah Nomor 69 Tahun 1896 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1826 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nemor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayeh Nasional ( l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721 ),

Keputusan Presiden MNomor 32 Tahun 1990 tentang
Pangelolaan Kawasan Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Fenyidik Pegawai Negeri Sisil di Lingkungan Pemerintah
Daerah

Kepytusan Menteri Dalam iNegeri Nomor. 84 tahun 1993
tentang Bentulk Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah
Perubahan

Keputusan Mentari Dalam Pegeri Nomor 134 Tahun 1998
Bentuk Peraturan Daerah tentz ng Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Kampar Nomor
5 Tahun 1995 tentang Fenyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat || Kampar.




emgzn Persetujuan Dewan Pérwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Mametapkam : PERATURAN DAERAH KABUF’ATEN KAMPAR TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KAMPAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Tz == Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
= Dzzrah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
= Parorintah Daerah adalah Kepala Daerah bessarta perangkat Daerah C’conom

=ng
=n cebagai Badan eksekutif Daerah Kabupaten i<ampar.

(i)

opati adslah Bupati Kamgar,

= Dewan Perwzakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten
Kzmpar .

=znczna Tatz Ruang Wilayah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat
RTRWK Kabupaten Kampar adalah Strategi Pirlaksanaan Pemanfaatan Ruang
Milayah Kabupaten Kampar.:

“zwasan Lindung adalah Kawasan yang ditotapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
cembangunan berkelanyutan.

FE 3

= Hawasan budidaya adalah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah
sehingga dapat berdaya guna dan berhasii guna bagi hidup dan kehidupan

manusia.

Penataan Ruang adalah  Proses Peroncarisan Pemanfaatan Ruang dan




=
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BAB i
RUANG LINGKUP
. Pasal 2

ngkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
ni mencakup Strategi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wiiayah kabupaten
sampai dengan batas ruang daratan. ruang lautan dan ruang udara menurut
=n Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

=mrznz Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

_uzn pemantaztan ruang wilavah unfuk peningicatan kesejahteraan masyarakat
c=n pertaihanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan
remanfaatan ruang wilayah untuk tercapainva pemanfaatan ruang yang
terkualitas.

==ncana strukiur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
=anzanz Umum Tata Ruang Wilayah.
“=doman peangendalian pemanfaatan ruang wilayah.
BAB I
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI
“Bagian Pertama

Asan dan tujuan

e ; Pasal 4

==mzznz Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam pasal

1S5

i

I Parztrran Dasrah ini disusun berasaskan

emanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan
cerhasilguna, serasi, selaras. seimbana dan berkelanjutan.

<=tarbukaan paersamaan, keadilan dan persamaan Hukum.




Pasal 5

Tuwusn Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a

=mrzmuran Daerzh ini yaitu ; ’ .

]

'or:eler\cgaranya pemanfaatan ruang wilayah yang Dberkelanjutan dan g
senvawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan , daya dukung dan daya f
=mpung lingkungan hidup serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan }

\

_aeranh .

\

& Terselenggaranya pengaturan dan pemanfaaian ruang kawasan lindung dan ]
#2wasan budi daya di kawasan perkotaan |, kawasan perdesaan dan kawasan ]
=zrientu vang ada di Daerah.

b Tenvygjugnva Keterpaduan doiam penggunaan sumber daya alam dan sumber
Z2ys buatan dengan renviperhatikan sumber daya manusia.

o Tzrvwujudnya keterkaitan dan keseimbangan: perkombangan antar wilayah
“zhupaten Kampar,

= Terwujudya penetapan lokasi investasi yanc dilaksanakan Pemerintah dan

masyarahat di Baerah Kehupaten Kampar.

Terwujudnya secara rinci tata ruang di Dacrah [Cabupaten Kampar serta
pelaksanaan Pémbangunan dalam  pemanfaatan ruang bagi kegiatan
Szmbangunan  dan  merupaian  dasar  pengeluaran  perijinan  lokasi
cembangunan.

i Tervujudnya kehidupan Masyarakat yeng sajaitera, adil dan merata |

- Bagian Kedua
STRATEZGI FPELAKSANAAN
FPasal 6

Untuk tenwujudnya tujuan  pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana
"*fnaksud pada pasal O Peraturan Daerah ini ditetapkan strategi pelaksanaan
cemanfaatan ruang witavah,

Strategl pelakzanan permanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada
~yat (1) pasal ini medipuli ¢

a9

Pengelolaan kawasan lindung dan kawaszn Budi daya.

«a




5 Pengelolaan kawasan Ferdesaan, kawasan Perkotaan dan Kawasan
terfentu yang berlokasi di Daerah. '

T Sistem kegiatan pembangunan dan sistenr Permukiman perdesaan dan
Perkotaan.

=  Sistem Prasarana Transportasi, telekomunikasi, Energi, pengairan dan

Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Pcnatagunaan tanah, penatagunaan Air, penatagunaan Udara, dan

penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Bagian Ketiga
KAWASAN LINDUNG

Pasal 7

v2ng memberikan perlindungan bagi Kawasan bawahannya meliputi :
W ‘“awasan Hutan Lindung.

. “awaszn Perlindungan setempat.

= Maw=san Suaka Alam dan Cagar Budaya.

. Waws=san Cagar Alam Budaya dan limu Pengetahuan.

Bagian Keempat
KAWASAN BUDIDAYA

Pasal 8
mozmz Xzwasan Budidaya di Kabupaten Kampar yaitu meliputi 4
® JAr=han Rencana Pengembangan;Ka‘w/asan Hutan Budidaya.
. 4m=hzn Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian .

-

& “r=hzn Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan.

& “rzhzn Rencana Pengembangan Kawasan Industri. ]
w Yrznzn Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata.
¢ . frzmzn Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman. f

. “r=m2n Rencana Pengembangan Kawasan Meliter,




BAB IV
NCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

—

I

Bagian Pertama
REMCANA STURKTUR PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Paragraf 1
U MU M

Pasal 9

. =mczna Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah set:agaimana dalam Pasal 3 huruf
uiudkan berdasarkan sistem kegiatan pembar gunan dan sistem permukiman
2zn serta sistem permukiman perkotaan sebzgaimana dimaksud pada Pasal
~un ¢ serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan
rzzzrzna pengelolaan lingkungan sistem sebagaiimana dimaksud dalam Fasal 6

A

{

m‘ Femczna sutruktur pemanfaatan Ruang Wilayah :;ebagaima'na dimaksud dalam
Spat (1) Pasal ini meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan
mmesarzna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 2
SISTEM PERMUKIMAN PERDESAAN

Pasal 10

wangan  Perdesaan ,lebih ditujukan pada pembangunan Pertanian dan
#=n hubungan yang serasi antara pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat

B MYa
MEn Le32.

Paragraf 3
SISTEM PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pasal 11

lm@m  Imgkup Kabupaten pengembangan sistem kota-kota diutamakan pada
mmoemmoangan kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan mempunyai
s=iatzn dengan wilayah belakangnya, seperti pusat kegiatan perdagangan dengan
Wiz perkebunan atau pertanian tanaman pangan.

7




Paragraf 4
SISTEM PRASARANA
Pasal 12

- Swmmemgl pengembangan prasarana wilayah, akan meliputi

wmPm=szrzna Transportasi.
@ Pmszrana Telekomunikasi.
= Pmzsarana Energi.

‘ Praszrana Air Bersih.

Bagian kedua
RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 13

'z p manfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1
PENGEMBAMGAN KAWASAN LLINDUNG

Pasal 14

sz ¥awasan Lindung di Kabupaten Kampar terdiri dari :

Yawz33n yang membelikan perlindungan bawahan yang terdiri dari :
- ¥@wzsan hutan lindung.

M zez320 bergambut.

Wpadan pantai.
EmpaGan ~Ung’31

“@easzn penindungan setempat yang terdiri clari :

W ze2san suaka alani ;

- wmwzsan suaka aiam ( cagar alam dan suaka margasatwa )
- Pamtzi barhutan Bakau, )

- Wawzsan suaka alam laut dan pengairan lainnya.

. T=man Masional dan Taman wisata alam.

Womsson Rzwan bencara :
- Wmwzzan rawan bencana alam .
----- ¥=w=san rawan bencana elam tanah longsor.

3
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Pasal 15

Fammmnz Kawasan Budidaya meliputi

% Fe=ngembangan kawasan hutan Budidaya diarahkan pada rencana pengembangan
smwasan hutan produksi yaitu :

- =itzn produksi terbatas.
- =utzn produksi tetap,
- =uien Perlindungan Pelestarian Alam dan
~um2n konversi.

& ®emg=mbangan kawasan pertanizn yaitu

Fengembangan kawasan perkebunan,

- F=ngembangan kawasan perta anian tanaman pangan lahsn kering.
==ngembangan ternalk.

=ngembangan Penkanan

i

Fi

2embangan kawasan pertambangan yang sangat potenszial yaru bahan galian
picngan C.

& Femgembangan kawasan industri, sebagai berikut
- ¥awasan Industri Besar.
- Pengembangan Industri Menengah.
- Pengembangan Indusztii Kecil/ Ruman Tangya.

® Semgembangan Kawasan Pariwiszala menurut jeris objek wisata meliputi :
T ¥azwasan Wisata Alam

- Kejadian Alam Bono Kecamatan Kuala Karpar.

- Taman Wisata Alam Stanum i ecamatan Bangkinang.

- Hutan Wisata Karumutan.

- Taman Wisata Margasatwa Desa Kubang.

- *zwzsan Wisata Cagarbudaya dan limu Peng stahuan .

- Musium Kendil Kemilau di Kecamatan Ban jkinang Barat.

- Istana Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto.

- Istana Pelalawan di Kecamatan Bunut.

- Candi Muara Takus di Kecamatan Xill Kote Kampar.

- Istana Gunung Sahilan di Kecamatan Kampar Kiri.

- Gua Tujuh Serangkai di Kabu Kecamatan ~"andun.
Mesjid Jami' di Kecamatan Kampar.

“engembangan Kawasan Wisata di PLTA Koto Panjang.

9




BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH
I Bagian Pertama
UMuUM

Pasal 16
Wl ®emcznz Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mumf ¢ diwujudkan berdasarkan Rencana Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah
szmzgaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan Rencana Pola

pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.

’m _mk mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud
pazz zyat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan Ruang Wilayah.

Bagain Kedua
PENETAPAN LOKASI

Pasal 17

HWW* okasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi :

=szan Lindung.

“awzsan Hutan Lindung terletak di :

“““ =utan Lindung Sungai Mahato di Kecamatan Tambusai.

—utan Lindung Bukit Suligi di Kecamatan Rokan [V Koto.

=utan Lindung Sungai Rokan di Kecamatan Rokan [V Koto.

=utan Lindung Sungai Kepanasan di Kecamatan Tapung.

=utzn Lindung Batang Ulak Balung di Kecamatan Xlll Koto Kampar.

{ 51 £ & 5:4 !!

~utan Lindung Sungai Semuang di Kecamatan Bangkinang.

% Wawazsan bergambut terletak di ;

" ®ecamatan Kuala Kampar.
«ecamatan Siak Hulu.
Kecamatan Bunut.

Kecamatan Langgam.
Kecamatan Kunto Darussalam.
Kecamatan Tambang. ‘

£ iR &
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—utan Lindung Pangkalan Kapas, Kebun Kayu Aro di Kecamatan Kampar Kiri.



o

“awasan Suaka Alam terletak di :
Cagar Alam Bukit Bungkuk di Kecamatan X!l Koto Kampar.
2. Suzka Margasalwa

- Suzka Margasatwa Bukit Rimbang Beling-baling di Kecamatan Kampar
Kiri.
- Suaka Margasatwa Kerumutan di Keca natan Kuala Kampar.

<zwasan Rawan Bancana meliputi

Kawasan Rawan Bencana cleh Tanah Lengecr di IKecamatan Xl Koto
}'\ampar

Cawasan Rawan Bencans 8oy WKecamatz n Kampar «iri, Langgam, Rokan IV
r<u-u)‘ Tandun, Kunlo D:.’.Y'.l.m}.‘.!d“l.

Lowasan Budiday

Kawasan Budidaya terletak di :
2. Kawzzan Hutan Procduisi terhatas terletal di
- Kacamatan Kampar Kiri.
- iecamatan Xl Kot Kampar.
- recamalan Bangkinang.
- iKecamaian Tandun.
- Xecamatan Rambah Samo
Kecamztan Raokai [V ol
- Kecamatan Rambzh.
- Kecamatan Tambusai
- rlecamatan iCapenuhan.
- Kecamatzn Kunte Dajussaiam,
- Haecamaian Siak =it
- Kecaimalan Tapung.
- Kecamaian Langgsm
- Kecamatan Bunut.
Fecamatan Pangkalan Huras
- {ecamatan Kuala Kampar.
Kecamatan Bangkineng Daiat
awazan Hulan Froduksi telap k:r?n{:xf{ ¢l
- Kecamatan Kunto Darussal:
- Kecamsatan Tapung.
- Kecamatan Bunul.
- Kecamatan Kuala Kanipar,

&)
R
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Kawasan Hutan Perlindungan Pelestarian Alam terletak di Kecamatan Kuala
Kampar.

(&N

Kawasan Hutan Konversi terletak di :
- Kecamatan Bangkinang

- Kecamatan Bangkinang Barat.
- Kecamatan Kampar

- Kecamatan Tambang

- Kecamatan Siak Hulu

- Kecamatan Tapung

- Kecamatan Kampar Kiri

- Kecamatan Xill Koto Kampar

- Kecamatan Tandun

- Kecamatan Kunto Darussalam
- Kecamatan Rambah Samo

- Kecamatan Rokan IV Koto

- Kecamatan Rambah

- Kecamatan Kepenuhan

- Kecamatan Tambusai

- Kecamatan Langgam

- Kecamatan Pangkalan Kuras
- Kecamatan Bunut

- Kecamatan Kuala Kampar

Bagian Ketiga
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 18
Fezizanzan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Paszal 16 ayat (2) di
s==nggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan Kawasan serta
perstzgunaain sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Wrmran pengembangan Kawasan pricritas di tujukan pada Wilayah/Daerah yang
memounyai potensi untuk dikembangkan serta mempunyai aspek strategi.

Pasal 20

“#m=zen pengembangan dalam pemanfaatan ruang Dacrah secara garis besar
mzmyangkut eksploitasi dan alolkasi sumber dana.

12
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Pasal 21

wamgezn-langkah pengelolaan kawasan lindung sebagai berikut :

[§V)

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah,air dan iklim.
Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta
keunikan alam.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.
Perlindungan terhadap kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
Melakukan pendataanf/inventarisasi lahan kritis, laongsor dengan Rawan
Erosi dan berencana alam lainnya.

o

i

L O

B4

]

Pasal 22

w=rgeah-langkah pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

18V

Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan Ruangnya secara
optimal pada tiap kawasan budidaya masing-masing.

(]

Pengembangan prasarana pendukung tiap kawasan budidaya.

Pengendalian pemanfaatan Ruang kegiatan budidaya yang dapat
mengganggu fungsi lindung.

)

.

Penanganan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

-
-

Pasal 23

ngkah pengelglaan kawasan perdesaan scbagai borikut -

‘=ngembangan kawazan Fertanian dan kegiatan Usaha Primer sesuai dengan

ztensi dan keuntungan komperatii lokasi-lokas Kecamatan ( Kawasan Pertanian

=zmgan, Perkebunan. Perikanan dan Pertambangan/Penggalian).

= meznsifikasi Pertanian melalui pola Tumpang Sar maupun Pertanian campuran.

T Strategl yang tertumpu pada pertanian, sudah harus dinilai dimodifikasi secara
serizhap dengan pengelolaan Agroindustri ( buah-buahan, perkebunan dan
mengeolahan ikan laut).

£ me=nsifikasi secara sektoral diarahkan kepada peingkatan produktivitas.

13
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Pasal 24
_=mzxzh-langkah pengalolaan kawasan perkotaan sebagai berikut :
= Lmitasi Wilayah sacara fisik dan potensi pengembangan kegiatan budidaya.

=ungsi Kota harus ditala kambaili dalam rangka menantukan prioritas sesuai dengan
oetensi Wilayah.

“rses antara koto-kota pusat psrtumbuhan dengan wilayah belakangnya harus
@tngkatkan.

PP s Y av
Pasal 25

“mwe menunjang  pomizangunan Wilayalh maupun Daerah yaitu dengan upaya
remmefzatan Ruang yang berupa penatogunzan tanah, air, udara dan sumber daya
smm zinnya yeng lerdapal diselizp Wilayah berupa @ IKawasan budidaya berupa

mpembangan kegiatan produksi hasil hutan, pertanian tanaman  pangan, pariwisata

s w=giztan lainnya sesuzi dergan kiiteria dan pengelolaan kawasan dengan penataan

BAE VI
PENGEMNDALIAN PEMANFAATAN RUANC

Pasal 26
“adoman pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimans dimaksud dalam

asal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan
s=bagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

U

I

“engandaiian psmanfaatan Ruang sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
xawasan  Lindung, Kawasen Budidaya, Kawaszan Perdesaan, Kawsssn

=14 %

Sorkotazn dan Kawasan terentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan
2an penertiban dalam pemanfaatan Ruang, termasuk terhadap penguasaan,

oenggunaan dan pemanfaatan tansh, Air, Udara dan Sumber daya Alam
zinnya.

BAB Vil
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
= =egiatan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kempar masyarakat berhak :

ciperzn serta dalam proses perancanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
=ngendaiian Pemanfaatan Ru'mq

14




Mengetzhui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar,
sncana Tata '?L.aqj Kawssan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan ;

fanivmati manfast Ruang dan ateu pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari

dempearclel pengcantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

!

pelaksan:zan kagiatan pambangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
Pasal 28

Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang setagaimana dimaksud daiam Pasal
16, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kempar dati Lembaran Dapraly, masyarakat mengetehui Rencana Tata Ruang
yang telah ditelagkan rmelalui pengumuman atau  penyebarluasan oleh

Pemerinitan Dasrah Tingkat Il Kempar pada te mpai-lempat yang memungkinkan
masysrakat mengatahui dengan mudah,

Pengumiuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang
yang bersangkutan pada tampat-lempat umum dan kantor-kantor yang secara
fungsionai menangani Rencana Tata Ruang tersebnt,

Pasal 29
Calam menilimzti mantaat ruang dan atag seitembahan nilai ruang sebagai
akibat penatann rusng sebagaimana dimaksu! dalam Pagal 28, pelaksanaannya
dilzkukan sesual dengan Kelentuan Peraturan Perundang-undangen atau
kaidah yang berlaku.

vt maniin '.h car memanfaathan ruang hesens sormbor daya alarn vang
tatkancung 4 datamnya, menitmoli r?\:mfa:u ruang elzagaimana dirnaksud
pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan
diiaksanakan atas dasar pemilikan, perguasian, atau pemberian hak tertentu
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundanci-undangan ataupun atas Hukum
Adzidan kebiasaan vang berlaku atas ruang pada masyarakat sctempat.

(1'7

Pazal 20

taic mamperoleh penggantian yang layak alas kerugian terhadap perubahan
status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan
Fencana Tzta Ruang Witayah Kabupatan Kampar Jiselenggarakan dengan cara
musyawaran antara pihak vang berkepentingan.
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T Dalam hal tidak tercapai kKesepakatan mengenai penggantian yang layak
=ebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai
“engzn Peratiran Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 31 ¢

Jm=er z2giztan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, masyarakat wajib .

z Zeruaran serts delam memelihiang kualit2g Ruang | :

iy Sorizias torth dalzm keikut sorh .n'*',m dr—;iam preses perencanzan Tata Ruang,
Femanfastan Ruang, dan Pengeandatian Pemanizasian Ruang |

LK2nost Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan .

wpveyl YN
p"')...l \:(1__

W Fzizlaaznaan kewjitan masyarakat dalem penstaan Rusng sebagaimana
s 31 mN:m:m..\'x“ dengan mamatuhi dan mensrapkan
=r7zria, Kaidah, baku rwtx dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
tyran Pasundang-unadangan.

1

4

J
R

':‘I

)
=

) 3

Ll Xzidah dan awiren pemaniaaton fusng vang Ciprakieklan masyarakat secara
wrun temuruin dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya
skung lingirgon, astatika lingkungan, lokasi dan slroktur peimanfaztan ruang

sera dapsi men an;m pemaniaatan ruang yang cerasi, selaras dan seimbang.

Dmmw semeonfazian ruzng Si Dasrah, naran serta masyarakat dapat berbentuk :

-

B Pemerfzcizin ruang darotan, ruang tauian dan ooy wdary bardasarkan Peraturan
Ferundongundonzan, 2gamn, adat, ateu kebiasaan yang berlaku ;

. Sastuan pem fritan ata ,‘"=ﬁhl:3nnnn bercenzan dengan wujud strukiural dan

giz ponanfnalan roang & kawaisn nivdesaan !‘:w e e

B Pemyclenyggerzan logiatan ;::-':""'me"n verdasarkan Rencana Tata Ruang
WiEzyah K2hupaten Kampar

& Momsolidasi pemanfaatan tonaly, zir, wniars, dan sumberdaya alam lainnya untuk

fercapainys pemanfaztian ruang \,mg fiar ! hlaq :

= Perubzhan ziau konversi pamanfszatan ruang sasuai dengan Rencana Tata Ruang
Yiayeh Kzbupaten Kampar
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it ponetapan lokacl pe nanfzstan dan atse kagiotan

o gl i SR T N Lt Wi

RO ':i'?ﬂtl!gr-,’m‘.f]n PINSE AN nd dngan hi Llln
re 1 My
i

m. sz Carn peran saria masyainkal diaizm pemanfzatan ruang di Daerah
sebageimans dirmasliswd dalsm Pasal 27 dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perumang-ur*.d:angm| vang beilaku,

2. Telakeanaan peran sarta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ina

cikoordi alkE‘1 oian Kepala Daer h termasuk pengaturannya pada Tingkat
Kecamatan samne donzan Desalldalurahan '

i -'-‘er:m ':’-".'%Tia mer-.;.:a:':':?-.a": sebiagninann dinahised pada a3t (1) difabukan secara

CHINL U hIAAnS Tai .‘7-.57"".2'-,‘ .f\./im\' M abupaten Drarah 7 Timgghent §

Pargl 35
fEiem pengendalian pematifaalan ruang, paran sarta mo >)/..rul at dapat berheriuk

z “engawasan toibadop pamanfaatan rueng Witawals Kabupaten Kampar
termasuk pemoerian informasi atau Iaporan pelaksanaan pemanfaatan ruang .

i antuan pemikiran atau pertimbangan untui per ertiban xegiatan pemanfaatan
ruang dan peninglatan kualitas nemanfastan rioeg,

trazal 35

W so:la masyaraket dalsm pengondalian pemarfaatsn nu ang Wilayah dan Kawasan

- L " P LT TR L - b i T e A r\-»~_."/ : - bl
>rovnonann alang ferpglin slo e ST Uwsadelin ane e
peraty g - .z pamoie M s s on
2 bt ,) ‘ }:1 r.|'U L ¥ - ‘1]

BAL Y
KETEMNTUAN PIDANA
Passt 537

. Pelan ggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diacam dengan

o Cma uiungan selama-lamanya B (emam) bular  den oatnu denda mabesar-
zasarnya Rp, 5099 o0~ (I'ma !nf'a H AL

i Tinrlak {50

i) Arek pidang sehagaimens dimstaud pada avat (1) adalah pelanggaran.
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PENYIDIIKAN

Pasal 38

[

D

Penyidik Pegavwai ivegeri Sipit  di lingkungan pemerintah dasrah Kabupaten
Kampar mempunyai lugas meiakukan  peyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, sesuai dengan PFeraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

Dalam  melzksanakan tugas penyidik, Penyidik Pagawai Negeri Sioil
sebagaimana dimaksud padza ayal {1) benwenanyg .

z. Menerima laporan atau pengacuan dari se :mg tentang adanya tindak
leaua 3

0. Nelakukan tindakan pertama pada soat il ditempat keiadian dan
melakukan pemerikzaan

c. Menyuruh berkenti see "‘”"1Q* sangia dan memerikza tandz ponganal diri
tersangxa .

3. Melakukan penyi‘;aan benda atau surat .

e. Mengambil sidil jari dan menotret tersangka

. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

3. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara.

r=n

Nengadakan penghentian penyidikan setelaly mendapat patunjuk  dari

’enyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan sclanjutnya melalui Penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersanigka atau keluarganya.
Melakukan lindakan izin menwut hukum yang dapat dipartanggung
jawabkan., .

Penyidik Pegawai Megeari Sipil membual berita a-ara setiap tindakan dalam kal -

2. Pemeriksaan tersangka.

5. Pemasukan rumah .

c. Penyitaan bairang .

3. Pemerikszan Saksi.

2. Pemeriksaan tempat Kejadian,




.: | EAB
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pazal .38
Fencars Taa Ruang Vyilayah Kabupaten Kampar sebaggaimana dimaksud dalam Pasal
= sge=moarkan pads pets wilayah Kabupaten I<ampar dengan tingkat ketelitian minimal
mmr=e='z 1:100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Feraturan Daerah
.8

Samcznz2 Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimakeud Calainy Pesal 2 beifungsi sebagai
marz ruang dari Peia Dasar Pembangunan  Habupacern Kampar untuk penyusunan
Semczrna Pembangunan Lima Tahun Daerch pads pericds bherikutrya,

Pezal 41

Wemczna Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalzamm Fasal 2 digunakan
ssitega’ pedomain bagi .

E Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruzng < Wilayah Kabupaten
Xampar.

H

*e’ev',mfiudvan Keterpaduan, Lelerkaitan dan Koco mvangan perkembangan antar
wilayzh Kabupaten Daerah ngkat il seita kezerasian antar celder

T Peneta pa n lokasi investasi yang dilaksanakan Peainorinteh dan ztau masyarakat di
zton Daerah I”"J-("* i .

>

=l
ot Sanyusunzsh rencana rinci Tata Ruang di Habupatan Kampar .

= Pelaksznaan  pembangunan  dalam  imemanfaatkan ruanyg  bagi  kegiatan
pembangunan.

Fasal 42

Fe=mczana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Kampar menjadi dasar untuk penertiban
ran lukasi pemuanygunan,

—
W




. Ketentuan mengenal penataan vang lautan dan |

sesuai dengan Peraturan F’emmdang»umdan«gm wm__

\ o S Pasal 43
1. ; »‘: < aimtor mmh lanpa
1

& Pasal 44

Panmjauan kemball dan atau  penyempurnaar Fs 2. Tota _??'m:fngﬁgg Wilayah
- sebagaimana dsm aksud da&a Pasal 2 d,;pmt dii KL:H Ji.ahm-fwkmi.;; ‘

‘ Frafs X
KETEN TU:‘\M PL!‘V\LH @E\N

Panal d;:v

Pada saai mulai b@ﬂakuﬂya Peraturan Rasrab
“Kawasan, rencana: rinel tata ruang kawagar. ol
dengan menatasn Tuang: di Daersh tainp b
Tata Ruang Witaysh Kabupateh Wampar sesuai d

Prasal rm

Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini, maka Dty
Tingkat Il Karpar Momer 6 Tahun 1684 dmymmk

BAR Kil
KETENTUAN FENLITUR .
" C o Pasel 47

{ Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupats
ﬂahun sajak Peraturan Dasrah Int dmndangkam i

\ --"-‘r u«.m!s% 110 {sepuluh)

Pagal 48

BHoihal yang belum alatur delam Paiaturan
1 p@!aksanmarnyn ukﬁm diatur lebily lanjut dumgmﬁ K

&;;W@;gg)ﬁﬁg mengenal




Pasal 49
“emzrzn Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangken.
“zar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Zmerzn ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada targgal 15 Juli 1999
BUPATI KAMPAR
dto
BENG SABLI

Diundangkan d| Bangkinang
nada tangal 1 September 1999

SEKRETARIS DAERAH

d.to

SYAWIR HAMID
PEMEINA TK | NIP. 070005712

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 1999 NOMO 25




